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    INSPIRASIKU 
 
Demi sebuah harapan, 
Demi menggapai impian, 
Demi mencari cinta dan redhaNya… 
Akan ku terus berlari walau dalam kesamaran…….. 
Ku di sini pada hari ini,  
Hanya berbekalkan sebuah keyakinan yang menggunung….. 
Tidak akan rapuh, 
Tidak akan runtuh, 
Walaupun tenggelam di lautan duka…. 
Akan ku terus tersenyum, 
Demi menutup secebis luka……. 
 
Walau jalan itu dihiasi duri, 
Akan tetap ku teruskan langkah, 
Walau hancur luluh jiwaku, 
Bara api itu tetap kan ku genggam, 
Walau air mata menjadi teman setia, 
 Ku tetap kan sentiasa mengukir senyum walaupun payah, 
Demi melihat sinar kebahagiaan, 
Terpancar pada mata seorang ayah, 
Melihat senyuman yang terukir pada bibir lesu seorang ibu, 
Akan ku terus belayar walau dilambung ombak, 
Karena ku yakin disuatu saat…….. 
Ku pasti kan berlabuh di pulau harapan, 
Bersama terbitnya sang mentari senja, 
Dihiasi indahnya warna sang pelangi yang muncul setelah hujan… 
 
Wahai pemilik cintaku, 
Walau sedalam mana luka itu…. 
Sembuhkanlah ia, 
Dengan cintaMu... 
 
   Cukuplah Allah bagiku……… 
 i 
ABSTRAK 
 
Amierah Binti Ya’akob:  Analisis Seksyen 54 Enakmen Undang-undang   
Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002 
Mengenai Penetapan Anggapan Mati Sebagai 
Alasan Fasakh Nikah Ditinjau Menurut Hukum 
Islam. 
 
 Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya penetapan anggapan 
mati sebagai alasan fasakh nikah dan tenggang waktu bagi orang yang hilang. 
Berdasarkan analisis seksyen 54 enakmen undang-undang keluarga Islam negeri 
Melaka tahun 2002 menetapkan masa orang hilang adalah empat tahun. 
Sementara, masyarakat Melaka didominasi oleh mazhab al-Syafi‟i yang 
berpendapat bahawa penetapan masa orang hilang adalah selama sembilan puluh 
tahun. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu 
bagaimana penetapan anggapan mati menurut seksyen 54 enakmen undang-
undang keluarga Islam negeri Melaka tahun 2002 dan bagaimana analisis hukum 
Islam terhadap penetapan anggapan mati sebagai alasan fasakh nikah. Sedangkan 
tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penetapan anggapan mati sebagai 
alasan fasakh nikah menurut seksyen 54 enakmen undang-undang keluarga Islam 
negeri Melaka tahun 2002 dan untuk menganalisis hukum Islam terhadap 
penetapan anggapan mati sebagai alasan fasakh nikah. 
 Dalam penelitian ini,peneliti menggunakan penelitian hukum Islam  
normatif, dimana suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan (library 
research)  dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi 
lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Sumber data 
penelitian ini adalah data sekunder yang dibagi kepada tiga bahan hukum, yaitu 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum testier.. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah, telaah pustaka yaitu suatu 
metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari 
buku-buku, catatan-catatan, dan sebagainya. Dari pengeolahan data yang ada 
maka analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif, yaitu menggunakan data 
referensi  baik berupa literature maupun artikel-artikel. 
Hasil penelitian menunjukkan  bahwa, berdasarkan kajian yang penulis 
lakukan penetapan hukum dalam seksyen 54 enakmen undang-undang keluarga 
Islam adalah sangat releven dibandingkan dengan pemikiran mazhab al-Syafi‟i. 
Ini kerana kondisi masa sekarang dengan adanya alat kecanggihan teknologi 
mampu mempercepatkan usaha untuk mencari orang yang hilang atau dianggap 
mati (mafqud).  
 
Kata Kunci: penetapan anggapan mati, fasakh nikah dan hukum islam 
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 1 
BAB I 
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang  
Islam telah menyusun aturan-aturan yang lengkap, mulai dari 
seseorang itu merencanakan hendak menikah hingga ke peringkat penceraian 
sekiranya hubungan suami istri itu tidak dapat diperbaiki lagi. Perceraian itu 
pula hendaknya dilakukan dengan ma’ruf di mana penceraian itu tidak 
sepatutnya digunakan untuk menjatuhkan martabat suami atau istri. Islam 
telah menetapkan peraturan perceraian dengan begitu halus dan teliti agar 
tidak ada pihak-pihak yang teraniaya. Enakmen
1
 atau Undang-Undang 
keluarga Islam Malaysia menjadi rujukan terkait dengan kasus penceraian 
perkawinan di Malaysia. 
Dalam kajian ilmu fikih Islam, penentuan status orang hilang atau 
mafqud, apakah ada yang bersangkutan masih hidup ataupun sudah meninggal 
dunia, sangat penting kerana ia menyangkut dengan banyak aspek. Mafqud 
memerlukan kejelasan status kematiannya, kerana status ini merupakan salah 
satu syarat bisa diambil setiap terhadap hak dan kewajibannya. Oleh kerana itu 
Allah SWT mendorong supaya umat Islam saling memelihara agama, jiwa, 
akal, dan harta.
2
 
                                                             
1
 Enakmen Adalah Suatu Undang-Undang Yang Digubal (Dibentuk) Oleh Dewan 
Undangan (Majlis Yang Mengubal Undang-Undang) Negeri Masing-Masing Negara Bagian Di 
Malaysia Dan Berlaku Mengikat Bagi Negara Bagian Tersebut Selama Mana Tidak Bertentangan 
Dengan Perlembagaan Persekutuan. Istilah “Ordinan” Digunakan Di Negara Bagian Sarawak 
Untuk Maksud Yang Sama. 
2
 Said Agil Husein Al Munawar, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, 
(Jakarta: kencana, 2010), hlm.127 
2 
 
 
Islam juga telah memberi hak kepada istri untuk membubarkan 
pernikahannya melalui beberapa cara yaitu khulu‟ dan fasakh. Fasakh berarti 
memutuskan pernikahan, perkara ini hanya boleh diputuskan apabila pihak 
istri membuat pengaduan kepada Peradilan dan Hakim setelah melalui 
persidangan.
3
 Syariat Islam membenarkan wanita yang cukup umurnya 
memfasakhkan pernikahannya dengan perantraan qadi atau Hakim Peradilan, 
dengan alasan-alasan tertentu yang membolehkan istri memperoleh hak 
perceraian melalui fasakh.Sepertimana firman Allah SWT dalam surah al-
Baqarah ayat 231 : 
                         
                        
                          
                         
 
Artinya:  Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir 
iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau 
ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu 
rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan 
demikian kamu menganiaya mereka barangsiapa berbuat demikian, 
Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 
janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan 
ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah 
kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah 
memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. 
dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah 
Maha mengetahui segala sesuatu.
4
 
 
                                                             
3
 Sayyid Sabiq, Fiqih As-Sunnah, (Mesir: al- Fath al-I‟Iam, 2004) Jilid 2, hlm.202-203 
4
 Al-Qu‟ran dan terjemahan, Depertemen Agama RI, Bandung: CV Diponegoro, 2010) 
3 
 
 
Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahawa Allah 
SWT memerintahkan kepada kaum lelaki apabila seseorang dari mereka 
menceraikan istrinya, sedangkan ia berhak rujuk, hendaklah ia 
memperlakukannya dengan baik. Apabila iddahnya hampir habis dan tinggal 
hanya sisa waktu yang memungkinkan bagi dia untuk rujuk, maka adakalanya 
memegangnya (yakni merujukinya kembali ke dalam ikatann nikah) dengan 
cara yang makruf. Hendaklah ia memakai saksi dalam rujukan itu serta berniat 
mempergaulinya dengan cara yang makruf. Atau adakalanya ia 
melepaskannya, yakni membiarkannya hingga habis masa iddahnya serta 
mengeluarkannya dari rumah dengan cara yang lebih baik, tanpa percekeokan 
dan tanpa pertengkaran, tanpa saling mencaci.
5
 
Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap 
memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-
asas hukum Islam. Hal ini bisa dilihat dalam hadis Nabi SAW: 
ا للها لىا للالحا صغبأقلاطل6  
Dalam hadis di atas jelas dapat diketahui dan dipahami, bahwa thalaq 
atau perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan, tetapi perbuatan itu tidak 
disukai Allah SWT. Sebab perceraian merupakan satu kerusakan atau 
kehancuran sebuah kerukunan, kedamaian atau ketenteraman rumah tangga.  
Para fuqaha dahulu telah memperbincangkan berbagai alasan istri atau 
suami untuk menuntut fasakh dihadapan para hakim.
7
 Para ulama telah 
                                                             
5
 Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Tafsir Ibnu Katsir, (Beirut: Lebanon, 2012) Jilid 1, hlm,93-94 
6
 Sulaiman bin al-Asy‟ah Abu Dawud al-Sajastani al-Azdi, Sunan Abu Dawud (Beirut: 
Dar al-Fikr,t.th) Juz 2.hlm. 255 
4 
 
 
sepakat bahwa apabila salah satu pihak dari suami istri mengetahui ada aib‟ 
pada pihak lain sebelum „aqad nikah itu diketahuinya sesudah „aqad tetapi ia 
sudah rela secara tegas atau ada tanda yang menunjukkan kerelaannya maka ia 
tidak mempunyai hak lagi untuk meminta fasakh dengan alasan aib‟ itu. Ada 
delapan (8) aib atau cacat yang membolehkan khiyar di antaranya : tiga berada 
dalam keduanya (suami istri) yaitu :gila, penyakit kusta dan supak. Dua 
terdapat dalam laki-laki yaitu „unah (lemah tenaga batin) dan impoten. Tiga 
berasal dari perempuan yaitu : tumbuh tulang dalam lubang kemaluan yang 
menghalangi perserububuhan, tumbuh kemaluan dan tumbuh daging daging 
dalam kemaluan atau terlalu basah yang menyebabkan hilang kenikmatan 
persetubuhan.
8
 
Di dalam perundangan Islam, alasan-alasan yang memperbolehkan 
untuk fasakh bagi suami istri adalah berbeda antara satu mazhab dengan 
mazhab yang lain. Alasan  fasakh yang bisa dikatakan disini adalah 
ketidakmampuan suami untuk membayar nafkah, ghaib atau dipenjarakan 
kerana ini boleh mendatangkan kemudaratan kepada istri dan keluarga. 
Kemudharatan yang dimaksudkan disini adalah kemudharatan kepada lima 
perkara yaitu agama, diri, keturunan, harta dan aqal(maruah).
9
 Ketika suami 
pergi, entah kemana istri tidak boleh di fasakhkan sebelum benar-benar 
diketahui kemana suami itu pergi. Akan tetapi menurut Syafi‟i orang yang 
                                                                                                                                                                      
7
  Abdul Wahab Khalaf, Al-Ahwal Syaksiyyah Fi Syariat Islamiyah (Kuwait: Darul al-
Qalm,1990) hlm. 159 
8
 Slemet Abidin, Aminuddin, Fiqh Munakahat, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999) hlm. 
74-78 
9
 Ali Muhamad Amdi, Ahkam Fi Usuli Al-Ahkam, (Bairut, Lubnan: Maktabah Islami 
1406 H) Jilid III, hlm.274 
5 
 
 
hilang dapat dianggap mati, jika orang yang sepadan dengannya atau orang 
yang sama masa kelahirannya meninggal. Dengan kata lain tidak ada lagi 
orang yang satu generasi dengannya tanpa harus menetapkan waktu meninggal 
orang yang hilang. Apabila tidak bisa diketahui dengan cara itu maka 
diperkirakan dengan waktu. Dalam hal ini Imam Syafi‟i berpendapat bahwa 
tenggang waktunya adalah 90 tahun.
10
 
Berdasarkan peruntukan undang-undang keluarga Islam di Malaysia, 
masa untuk anggapan mati ialah selama empat tahun hilangnya seseorang 
sama ada permohonan ini dibuat berdasarkan perwarisan, perwalian atau 
perkahwinan. Menurut perspektif kekeluargaan Islam, Akta Undang-undang 
Keluarga Islam Melaka tahun 2002 yang dikenal sebagai anggapan kematian 
dijelaskan bahwa tenggang waktu bagi orang hilang adalah jika suami 
perempuan telah mati, atau dipercayai mati, atau tidak didengari lagi beritanya 
dalam rentang waktu yang ditetapkan atau lebih hingga sampai batas waktu 
yang layak untuk membolehkan perempuan itu berkawin lagi dan yang 
demikian deinaggap mengikut hukum syara sebagai telah mati.
11
 Oleh kerana 
itu, atas permohonan perempuan itu dan selepas dilakukan investigasi yang 
wajar, mahkamah bisa mengeluarkan dalam bentuk yang telah ditetapkan, 
suatu perakuan menganggap kematian suami itu dan atas permohonan 
perempuan itu mahkamah boleh membuat perintah bagi pembubaran 
perkahwinan atau fasakh sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen. 
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Dalam enakmen ini dijelaskan bahwa apabila seorang istri telah 
kehilangan suami dalam tempoh empat tahun ataupun lebih, maka dibenarkan 
seorang istri itu unutk menikah dengan laki-laki lain setelah hubungan 
perkahwinan dengan suami lamanya diputuskan oleh mahkamah.  
Di sini dapat dilihat bahwa tuntutan fasakh terhadap anggapan mati 
merupakan satu masalah yang harus di kaji dan diteliti agar para istri 
mengetahui hak mereka sebagai istri dalam perundangan Islam. Maka dengan 
demikian penulis berkeinginan untuk menyusun penelitian ini dengan judul 
“Analisis Seksyen 54 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri 
Melaka Tahun 2002 Mengenai Penetapan Anggapan Mati Sebagai Alasan 
Fasakh Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam”. 
 
B. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah dan mendapatkan hasil kepuasan yang 
valid, maka penelitian ini dibatasi hanya berkenaan dengan Analisis Seksyen 
54 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002 
Mengenai Penetapan Anggapan Mati Sebagai Alasan Fasakh Nikah Ditinjau 
Menurut Hukum Islam”. 
 
C. Rumusan Masalah  
Kajian dalam penelitian ini di rumuskan: 
1. Bagaimana penetapan anggapan mati sebagai alasan fasakh nikah menurut 
seksyen 54 enakmen undang-undang keluarga Islam negeri Melaka tahun 
2002? 
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2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan anggapan mati 
sebagai alasan fasakh nikah menurut seksyen 54 enakmen undang-undang 
keluarga Islam negeri Melaka tahun 2002? 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian ini adalah:  
a. Untuk menjelaskan penetapan anggapan mati sebagai alasan fasakh 
nikah menurut seksyen 54 enakmen undang-undang keluarga Islam 
negeri Melaka tahun 2002. 
b. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap penetapan anggapan mati 
sebagai alasan fasakh nikah menurut seksyen 54 enakmen undang-
undang keluarga Islam negeri Melaka tahun 2002.  
Adapun kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program 
Strata Satu (S.1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam 
jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah di Fakultas Syari‟ah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Indonesia. 
b. Memperluas wawasan intelektual kepada umat Islam, para pelaku 
akademik di bidang hukum terutama tentang kasus tinjauan terhadap 
umat Islam yang melakukan perkawinan yang tidak sah menurut 
hukum syarak dan undang-undang negara bagian Melaka. 
c. Untuk dapat menambah sumbangan karya ilmiah dan juga sumbangan 
pemikiran bagi perkembangan khazanah Hukum Islam. 
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E. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah melalui langkah-
langkah sebagai berikut: 
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif, suatu 
kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara mempelajari 
buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya 
dengan ruang lingkup pembahasan. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan undang-undang. 
2. Objek Penelitian 
 Objek penelitian adalah permasalahan penetapan anggapan mati 
seabagai alasan fasakh nikah yang terdapat dalam seksyen 54 enakmen 
keluarga Islam Negeri Melaka tahun 2002. 
3. Sumber Data 
Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data yang 
terdiri dari: 
a. Bahan hukum primer: yaitu buku yang langsung diperoleh dari tangan 
pertama yang terkait dengan tema penelitian
12
, yaitu buku Enakmen 
Undang-Undang Kekeluargaan Islam Mengenai Melaka tahun 2002. 
Karangan Makmun bin Hj.Md.Sabari yang diterbitkan oleh Percetakan 
Nasional Malaysia Berhad. 
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 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 
1995), Cet. Ke-3, hlm. 132. 
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b. Bahan hukum sekunder: yaitu sumber data yang tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpulan data
13
, buku-buku seperti 
Fasakh  Pernikahan Mengikut Fiqh Dan Undang-Undang Keluarga 
Islam, Salleh Ismail, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 
(EUKI)Tahun 2002, Melaka, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul 
Muqtasid, Abi Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu 
Rusyd, Fiqih Sunnah, Muhammad Sayyid Sabiq, dan banyak lagi. 
c. Bahan hukum tersier: yaitu bahan hukum pelengkap yang digunakan 
adalah jurnal dan kamus hukum. 
4. Teknik Pengumpulan Data  
Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan 
data yang dinamakan metode dokumentasi yaitu suatu metode yang 
dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku, 
catatan-catatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti
14
. Metode dokumen dalam penelitian ini amat penting, yaitu 
sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesisnya 
dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, dalil atau 
hukum-hukum yang diterima kebenarannya. 
5. Teknik Analisis 
Dari pengeolahan data yang ada maka analisis data menggunakan 
teknik kualitatif, yaitu menafsirkan dan menguraikan data yang 
bersangkutan denan situasi yang sedang terjadi.  
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6. Teknik Penulisan. 
a.  Metode Deduktif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 
dengan menggunakan teori secara umum kemudian diambil 
kesimpulan secara khusus.
15
 
b.  Metode Induktif, yaitu menggunakan data-data ayng bersifat khusus 
kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang 
menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami 
tata aturan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan 
seperti berikut: 
BAB I : Penulis mengetengahkan gambaran pendahuluan yang 
memuatkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian dan metode penelitian. 
BAB II : Penulis membahaskan tinjauan umum tentang sejarah enakmen 
undang-undang keluarga Islam  
BAB III : Penulis mengetengahkan tinjauan umum tentang fasakh nikah 
yang memuatkan pengertian nikah dan fasakh nikah, ruang 
lingkup fasakh nikah dan hal-hal yang berkaitan fasakh nikah 
menurut hukum islam. 
BAB IV : Penulis memaparkan analisis Seksyen 54 Enakmen Undang-
Undang Keluarga Islam Negeri Melaka tahun 2002 mengenai 
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anggapan mati sebagai alasan fasakh dan analisis hukum Islam 
mengenai anggapan mati sebagai alasan fasakh. 
BAB V : Merupakan bab yang terakhir dari penulisan ini meliputi 
kesimpulan dari pembahasan, serta beberapa saran penulis 
berdasarkan analisa yang dijalankan terhadap penelitian ini. 
 
  
 12 
BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG ENAKMEN (UNDANG-UNDANG) 
KELUARGA ISLAM  
 
A. Sejarah Perundang-undangan Syari’ah  
Secara umum sejarah perkembangan Undang-undang di Malaysia 
dapat dibagi dalam dua periode yang berbeda. Pertama periode sebelum 
kedatangan penjajah dan kedua periode setelah kedatangan penjajah. Pada 
periode pertama Undang-undang dapat diklasifikasikan pada dua jenis 
perundangan-undangan, yakni: 
1. Undang-undang Orang Asli 
2. Undang-undang Adat 
Adapun pada periode kedua dapat diklafikasikan pada tiga kurun 
waktu yang berbeda, yakni: 
1. Masa Pendudukan Portugis 
2. Masa Pendudukan Belanda 
3. Masa Pendudukan Inggeris 
Menurut kajian sejarah, sebelum kedatangan penjajah, daerah 
pedalaman dan pesisir pantai, telah didiami oleh golongan-golongan asli yaitu 
golongan Nigerito, Senoi dan Melayu Asli. Masing-masing golongan memiliki 
Undang-undang tersendiri yang masih kuno. Golongan Negerito merupakan 
golongan yang paling teratur dan hidup berpindah-randah (nomaden). Kedua 
golongan itu dipilih dari orang yang paling tua di antara mereka. Di tangan 
ketua suku tersebutlah keadilan kemudian dijalankan. Suku ini tidak memiliki 
13 
 
 
banyak perangkat perundang-undangan. Ukuran bagi setiap kesalahn adalah 
denda. 
Kondisi seperti ini juga terjadi pada golongan Senoi. Ketua suku 
mempunyai kekuasaan penuh dalam perkara Sipil dan Pidana, namun terdapat 
perbedaan dalam persoalan hukum pembunuhan. Penentuan hukum bunuh 
dibicarakan oleh “jama‟ah pengadil” yakni kumpulan yang terdiri dari ketua 
suku dibantu oleh sesiapa dari suku tersebut. Pelaksanaan hukuman 
dilaksanakan oleh sanak saudara si pembunuh. Hukuman itu jika bisa 
dijalankan dengan menggunakan senjata yang digunakan oleh si pembunuh itu 
untuk melakukan kesalahan tersebut. Adapun kesalahan mencuri, yang kurang 
berlaku, dihukum dengan diusir keluar dari kelompoknya.
16
 
Keadaan ini berbeda dengan suku Melayu asli. Mereka dapat dikatakan 
golongan atau suku yang paing maju jika dibandingkan dengan suku-suku asli 
lainnya. Suku ini diketuai oleh seorang ketua dengan sebutan “batin”. Di 
tangan batin, dengan dibantu oleh sesiapa yang mengerti tentang Undang-
undang dan adat dari suku tersebut, keadilan ditegakkan. 
Dalam Undang-undang suku Melayu asli itu juga, dapat dijumpai 
adanya pengaruh agama Hindu dan Islam. Pengaruh tersebut dapat terlihat 
dalam hal pencurian dan penzinaan. Hukuman yang dikenakan bagi pelaku 
pencurian dan penzinaan adalah dengan dijemur di tengah terik mentari atau 
ditenggelamkan. 
Adapun dalam hal pembunuhan, maka hukuman yang dikenakan 
adalah denda atau qisas. Dalam hal waris, pembagian dinisbahkan atau 
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disandarkan pada pembagian dua banding satu (2:1), dua untuk laki-laki dan 
satu untuk perempuan.
17
 Semua Undang-undang yang dibuat oleh suku-suku 
tersebut memiliki tujuan yang sama dengan pembuatan Undang-undang pada 
umumnya yaitu untuk menjaga kepentingan dan keselamatan umat. 
Undang-undang kedua yang memegang peran penting sebelum 
kedatangan penjajah adalah Undang-undang Adat. Undang-undang Adat 
Pepatih dan Adat Temenggung. Undang-undang Adat Pepatih dibawa masuk 
dari Minangkabau (Sumatera Barat) pada abad ke-16 dan masih dijalankan 
hingga hari ini, terutama di Negara Bagian Sembilan. Dengan kata lain 
Undang-undang Adat Pepatih juga mendapat tempat tersendiri dalam 
pelaksanaan perundangan di Negara Bagian Sembilan. 
Adapun perundang-undangan Adat Temenggung adalah Undang-
undang otokrasi yang dijalankan pada masa kesultanan Melayu Melaka dan di 
daerah-daerah lain di Semenanjung Melaka. Undang-undang ini juga dibawa 
dari Minangkabau, namun telah mengalami banyak perubahan di bawah 
pengaruh agama Hindu. Unsur matriakhal yang terlihat kental dalam adat 
Minangkabau, dalam Undang-undang Adat Temenggung telah hilang digeser 
oleh unsur patriakhal.
18
 Undang-undang diterima dan dijalankan oleh hampir 
semua masyarakat di daerah-daerah Semenanjung Melaka kecuali Negara 
Bagian Sembilan, hingga jatuhnya tanah Melayu ketangan penjajah Inggris. 
Keadaan perundang-undangan di Tanah Melayu mengalami perubahan 
sedikit demi sedikit, bermula sejak kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada 
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tahun 1511 disusul kemudian oleh Penjajah Belanda. Namun demikian, 
penjajah kedua bangsa Eropa tersebut tidak membawa banyak perubahan 
terhadap sistem perundang-undangan di tanah Melayu. Ini disebabkan masih 
diperbolehkannya orang-orang Melayu untuk melaksanakan Undang-undang 
yang ada, guna menyelesaikan persengketaan yang melibatkan persoalan-
persolan non-melayu (Portugis dan Belanda), maka Undang-undang yang 
dipergunakan adalah Undang-undang mereka tersendiri.
19
 
Perubahan besar atas perundang-undangan Adat Melayu yang saat itu 
berlaku secara luas di tanah Melayu terjadi pada masa pendudukan Iggris pada 
tahun 1825, yakni setelah perjanjian antara Inggris dan Belanda yang dibuat 
pada tahun 1824.
20
 Inngris secara perlahan mulai memasukkan Undang-
undang mereka ke dalam perundang-undangan Melayu. Langkah ini mulai 
dijlankan di daerah Selat seperti Pulau Penang, Melaka dan Singapura. Di 
Pulau Penang Undang-undang Inggris mulai dijalankan dengan dibuatnya 
Piagam Keadilan Pertama pada tahun 1807, disusul dengan Piagam Keadilan 
Kedua yang dikenal sebagai Piagam Keadilan Diraja di Negeri Melaka dan 
Singapura pada tahun 1826. 
Piagam Keadilan merupakan upaya merekonstruksi perundang-
undangan Adat Melayu agar senafas dengan perundang-undangan Inggris. 
Dengan sendirinya piagam ini telah membuka lebar masuknya Undang-
undang Inggris ke dalam Undang-undang Melayu, sehingga terjadi perubahan 
cukup signifikan atas Undang-undang Melayu. 
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Kokohnya kekuasaan Inggris di tanah Melayu, semakin meluas lagi 
kekuasaan mahkamah-mahkamah keadilan Prince of Wales Island di daerah-
daerah tanah Melayu. Usaha rekonstruksi tersebut tidak berhenti hanya sampai 
disana, usaha tersebut terus berlanjut dengan diterbitkannya Piagam Keadilan 
ketiga pada tahun 1855. Piagam ini tidak dimaksudkan untuk melakukan 
perubahan-perubahan atas Undang-undang, melainkan lebih difokuskan pada 
penegakan mahkamah dan Undang-undang yang telah ada, agar menjadi lebih 
teratur.
21
 
Adapun di daerah-daerah Melayu lainnya, seperti Semenanjung, 
Undang-undang Common Law Inggris mulai dibawa masuk pada tahun 1937 
melalui pembuatan Undang-undang Sipil negeri-negeri Melayu bersatu. 
Langkah diperluas lagi pada tahun 1956, dimana Undang-undang Sipil Inggris 
telah dimasukkan kedalam Ordinan Undang-undang Sipip Melayu, yang 
kemudian berlaku untuk seluruh daerah Persekutuan Tanah Melayu hingga 
saat ini.
22
 
 
B. Kedudukan dan Pengguanaan Undang-Undang Syai’ah Sebelum dan 
Sesudah Kemerdekaan. 
Undang-undang Islam telah mulai dipratekkan di Tanah Melayu sejak 
abad ke-14, yaitu sejak zaman kesultanan Melayu Melaka. Hal ini berawal 
dari masuknya pengaruh agama Islam di tanah Melayu melalui pedagang-
pedagang Arab dan India. Para pedagang-pedagang tersebut menjalankan 
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ketentuan Islam yang berdasarkan kepada madzhab Imam Syafi‟i, yang ini 
kemudian memberikan corak dan warna Islam dalam perundang-undangnnya 
di Tanah Melayu saat ini. 
Di zaman kerajaan Melaka, suatu Undang-undang dikenal sebagai 
Kanun Melaka telah diterima secara luas sebagai sebuah Undang-undang 
Islam, meski Undang-undang tersebut tidak sepenuhnya merujuk pada 
sumber-sumber Islam melainkan juga merujuk pada adat isitadat Melayu. 
Namun demikian isi Kanun Melaka sangat besar dipengaruhi oleh kitab Fath 
al-Qarbi karya Ibn Qosim al-Ghazzi. Undang-undang ini meliputi beberapa 
kumpulan peraturan perundangan seperti Undang-undang Melaka asal, laut, 
keluarga Islam, jual beli, dan Undang-undang Hukum Acara Islam.
23
 
Berkaitan dengan persoalan Syari‟ah, Undang-undang Melaka 
mengakomodir Undang-undang Pidana Islam dengan menerapkan sanksi 
qisas, hudud, ta‟zir dan diat (pasal; 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 36, 39, 41, 
42, dan 43), hal-hal yang terkait dengan ekonomi Islam diatur dalam pasal 29 
hingga 34, adapun yang berkaitan dengan hukum keluarga dalam pasal 25 
hinggan 28.
24
 
Namun demikian, pengalaman ketentuan-ketentuan Hukum Islam 
tidaklah murni dan menyeluruh. Hal ini kerana adanya pencampur adukan 
Undang-undang Adat Temenggung dan beberapa kepercayaan agama lain. 
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Sebagai contoh, hukuman pidana berkenaan dengan pencurian didasarkan 
pada Hukum Islam dengan ditambah denda mengikut hukum adat.
25
 
Secara umum Undang-undang Islam merupakan rujukan utama yang 
dipakai secara luas dalam  menyelesaikan berbagai perkara, termasuk dalam 
perkara perdata dan pidana, di samping Undang-undang Adat Temenggung, 
Pepatih, dan pengaruh Hindu, pada masa sebelum kedatangan penjajah di 
tanah Melayu. 
Kemudian pemakaian Undang-undang Islam semakin tersebar ke 
daerah-daerah lain selain Melaka, seperti Pahang pada tahun 1595, Kedah 
pada tahun 1605, Johor pada tahun 1789 dan Perak pada tahun 1878.
26
 
Penggunaan Undang-undang Islam pada saat itu lebih luas penggunaannya 
dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan keagamaan seperti perkawinan, 
perceraian, dan pewarisan. 
Seiring datangnya penjajah Portugis dan Belanda dan semakin goyah 
ketika masa penjajahan Inggris. Menurut kebanyakan penulis, pada masa 
penjajahan Portugis dan Belanda pemakian Undnag-undang Islam masih tidak 
banyak mengalamai perubahan. Ini disebabkan baik Portugis maupun Belanda 
tidak mau ikut campur dalam pelaksanaan undang-undang Pribumi. Pada saat 
itu Undang-undang Eropa berlaku hanya untuk orang Eropa dab bagi pribumi 
berlaku Undang-undang Pribumi itu sendiri. 
Perubahan yang cukup signifikan atas kedudukan, fungsi dan peran 
Undang-undang Islam di tanah Melayu terjadi pada masa penjajahan Inggris 
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  Ahmad bin Ibrahim dan Ahlimeah binti Joned, Op.Cit, hlm, 11-12 
26
 Hamid Jusoh, Op.Cit, hlm, 95  
19 
 
 
di awal abad ke 19. Undang-undang Islam pada masa itu hanya diakui dan 
digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan lingkup agama seperti 
perkawinan, penceraian dan waris. Banyak kesalahan terjadi atas Undnag-
undang Islam pada masa ini, dimana separuh Undang-undang Adat diakui 
sebagai Undang-undang Islam oleh para hakim berdasarkan perintah sultan. 
Adapun persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perkara-perkara pidana 
diambil alih sepenuhnya oleh Undang-undang Inggris, menggusur Undang-
undang Islam dan Adat yang ada.
27
 
Pihak Inggris telah membawa masuk Undang-undang Common Law 
mereka sedikit demi sedikit sehingga sampai di tahun 1956 dimana Undang-
undang Sipil Inggris dimasukkan keadalam Ordinan Undang-undang Sipil 
Melayu yang berlaku secara umum di wilayah-wilayah persekutuan Melayu.
28
 
Dengan demikian jelaslah sudah posisi Undang-undang Islam pra dan pasca 
penjajahan Inggris. Pasca penjajahan Inggris Undang-undang Islam hanya 
dibatasi penggunaannya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan 
persoalan agama (nikah, cera, talak, dan wairs). Sementara perkara-perkara 
pidana ditundukan secara mutlak kepada Undang-undang Common Law 
Inggris. 
Pasca kemerdekaan, degan diadopsinya Undang-undang Sipil dalam 
perundang-undangan Malaysia tidak serta merta mengubur perundang-
undangan Islam. Meski harus diakui bahwa hadirnya Undang-undang Sipil 
telah menjadikan Undang-undang Islam sebagai Undang-undang nomor dua di 
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Malaysia. Keberlansungan Undang-undang Syari‟ah kendati terbatas pada 
hanya persoalan hukum keluarga, namun tetap dipertahankan 
permberlakuannya di setiap daerah negara bagian. Hal ini berdasarkann 
amanat konsitusi Negara Malaysia yang menyebutkan bahwa: Pelaksanaan 
Undang-undang Syari‟ah berada dibawaha kekuasaan Mahkamah Syari‟ah di 
masing-masing negara bagian. Al hasil berbagai produk perundangan Syari‟ah 
tetap lahir dan dijalankan di setiap negara bagian. 
Seabagai catatan misalnya di daerah Selangor lahir Undang-undang 
Islam Selangor 1952, pembutana Undang-undang Syariah Terenggan 1955, 
Undang-undang Agama Islam Pahang 1956, Undang-undang Islam Melaka 
1959, Pulau Penang 1959, Negara Bagian Sembilan 1960, Kedah 1962, Perlis 
1964, Perak 1956, Pembuatan Mahkamah Syari‟ah dna perkawinan Kelantan 
1966, agama dan adat Kelantan 1966, Undang-undang Islam Johor 1978, 
Sabah 1971 dan Ordinan Majlis Islam Serawak tahun 1978.
29
 Di antara 
Undang-undang  Islam setiap negeri bagian tidak ada perbedaan satu dengan 
yang lain, hanya saja waktu pengembangan Undang-undang Islam yang 
membedakannya. 
 
C. Kedudukan dan Wewenang Undang-undang Syaria’ah di Malaysia 
Konstitusi Malaysia secara rasmi telah mengakui bahwa Islam 
merupakan agama resmi Negara, tidak berarti bahwa keberadaan agama 
lainnya dilarang keberadaannya. Agama-agama lain tetap diberi tempat dan 
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pelaksanaanya dijamin oleh Negara.
30
 Ketentuan tersebut memiliki arti 
penting bagi umat muslim di Malaysia, kerana klausul pasal tiga tersebut 
bagaimanapun dapat dijadikan entri poin bagi lahirnya perundang-undangan 
Islam di Malaysia. Meski tujuan awal pencantuman Islam sebagai agama 
resmi bukanlah bermaksud mendirikan negara Islam maupun mewujudkan 
Undang-undang Islam, melainkan hanya untuk mengkomodir Islam dalam 
seremonial-seremonial penting acara pemerintahan.
31
 
Pencatuman Islam sebagai agama resmi negara Malaysia boleh 
dikatakan sebagai penjaga tegaknya syari‟at Islam di Malaysia di tengah 
gempuran sekularisme sisa panjang kolonialisme Barat di bumi Malaysia. 
Adapun ketentuan mengenai Undang-undan Syari‟ah secara khusus diatur 
dalam konsitusi Malaysia. Konsitusi (perlembagaan persekutuan Malaysia) 
memberikan kewenangan kepada negara-negara bagian yaitu masing-masing 
negara bagian diberi kuasa untuk membuat undang-undang Islam sendiri dan 
dalam pelaksanaanya membentuk lembaga-lembaga terkait seperti Majlis-
majlis agama Islam,Mahkamah Syari‟ah dan sebagainya.32  
Meskipun Islam diterima oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia 
sebagai agama, namun pemenerimaan tersebut tidak sampai menjadikan 
Undang-undang Islam sebagai Undang-undang Negara. Selaras kedudukan 
agama Islam di bawah kekuasaan raja-raja negeri, Perlembagaan Malaysia 
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telah menetapkan bahwa Undang-undang Syari‟ah adalah urusan negeri-
negeri. Dalam jadual kesembilan pasal ke-2 dijelaskan bahwa: 
“kecuali mengenai wilayah-wilayah Persekutaun Kuala Lumpur dan 
Labuan, hukum Syarak dan Undang-undang diri dan keluarga bagi orang 
yang menganut agama Islam, termasuk hukum syarak berhubungan dengan 
mewarisi harta wasiat dan tak berwasiat, pertunangan, perkawinan, 
penceraian, maskawin, nafkah, pengambilan anak angkat, taraf anak, 
penjagaan anak, pemberian, pembagian harta dan amanah bukan khairat; 
wakaf Islam dan takrif serta peraturan mengenai amanah khairat dan tharikat 
agama, pelantikan pemegang-pemegang amanah dan perbedaan bagi 
agama,pelantikan pemegang-pemegang amanah dan perbadanan bagi orang-
orang mengenai pemberian agama Islam dan khairat, yayasan, amanah. 
Khairat dan yayasan khaerat yang dijalankan kesemuanya sekali dalam 
negeri; adat istiadat melayu; zakat fitrah dan baitul mal atau hasil agama 
Islam yang seumpamanya; masjid atau mana-mana tempat sembahyang awam 
untuk orang Islam; mengadakan dan menghukum kesalahan-kesalahan yang 
dilakukan oleh orang-orang menagnut agama Islam terhadap rukun-rukun 
Islam,kecuali mengenai perkara-perkara yang teramsuk dalam senarai 
persekutuan; keanggotaan, penyusunan dan cara bagi mahkamah-mahkamah 
syari’ah yang ada mempunyai bidang kuasa hanya ke atas prang-orang yang 
menganut agama Islam dan hanya mengenai mana-mana perkara yang 
termasuk dalam perenggan ini, tetapi tidak mempunyai bidang kuasa 
mengenai kesalahan-kesalahan kecuali yang setakat diberi oleh Undang-
undang Persekutuan; mengawal pengembangan iktikad dan kepercayaan 
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antara orang-orang yang menganut agama Islam; menentukan perkara-
perkara hukum syarak dan iktikad dan adat istiadat Melayu.
33
 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Negara-negara bagian melalui 
badan perundang-undangan masing-masing berkuasa membuat Undang-
undang Syari‟ah dan membentuk organisasi pembuat dan pelaksana Undang-
undang seperti majlis-majlis agama Islam dan mahkamah-mahkamah syari‟ah. 
Undang-undang Syari‟ah diberikan kewenangan untuk mengatur masalah 
hukum keluarga Islam (hukum perdata) dan pidana. Untuk hukum keluarga 
(hukum perdata) kewenangan diberikan secara garis besar dapat dijabarkan 
sebagai berikut: 
1. Pernikahan, mulai dari pertunangan, syarat-syarat perkawinan, maskawin, 
pencatatan pernikahan, hak dan kewajiban suami isteri, pernceraian, masa 
iddah, rujuk, status anak, hak asuh anak, poligami, perwalian, 
pengangkatan anak dan adopsi. 
2. Kewarisan, berkenanaan dengan ahli waris dan masing-masing baginya. 
3. Wasita, berkenanaan dengan syarat-syarat dan yang tidak boleh menerima 
wasiat serta batalnya wasiat dipegangkatan anak (adopsi), status anak, hak 
asuh anak, warisan, dan wasiat. Sedangkan dalam bidang pidana membuat 
dan menghukum dan pecabutannya. 
4. Hibah 
5. Zakat dan Wakaf 
Sedangakan dalam bidang pidana secara garis besar dapat dijabarkan 
sebagai berikut:
34
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1. Kesalahan yang berhubungan dengan‟aqidah seperti pemujaan salah, 
doktrin palsu, mengembangkan doktrin agama, dan dakwaan palsu. 
2. Kesalahan yang berhubungan dengan kesucian agama Islam dan 
institusinya, seperti menghina ayat al-Quran atau hadith dan menghina 
atau meningkari pihak berkuasa agama, tidak menunaikan sembahyang 
Jumaat, tidak menghormati Ramadhan, tidak membayar zakat atau fitrah, 
menghasut supaya mengabaikan kewajipan agama, berjudi dan minuman 
yang membabukkan. 
3. Kesalahan yang berhubungan dengan kesusilaan, pelacuran, pesetubuhan 
luar nikah, liwat (sodomi), khalwat, orang lelaki berlagak seperti 
perempuan, perbuatan tidak sopan di tempat umum. 
4. Kesalahan-kesalahan seperti memberikan keterangan, maklumat atau 
pernyataan palsu, memusnahkan atau mencemarkan masjid, atau surau, 
pemungutan zakat atau fitrah tanpa kuasa, pembayaran tak sah akan zakat 
atau fitrah, mengahalang pasanagan yang sudah bernikah daripada hidup 
sebagai suami isteri, menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau 
mengabaikan kewajipan, menjual atau memberikan anak kepada orang 
bukan Islam, qazaf, dan penyalahgunaan tanda halal. 
Walau bagaimanpun negeri-negeri tidaklah berkuasa sepenuhnya 
membuat Undang-undang dan lembaga seperti itu. Sebaliknya ia terkait 
dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan 
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sendiri secara keseluruhannya. Jelasnya setiap Undang-undang Syari‟ah yang 
akan diubah dan dibentuk oleh masing-masing negeri tidak boleh bertentangan 
dengan Perlembagaan Persekutuan, sebagaimana diatur dalam pasal emoat 
yang berbunyi: 
“Perlembagaan adalah Undang-undang utama persekutuan dan apa-
apa Undang-undang yang diluluskan setelah hari merdeka dan yang 
berkenaan dengan perlembagaan ini hendaklah terbatal sekadar yang 
berlawanan ini”35 
Satu hal lagi berkaitan dengan kebebasan negeri-negeri dalam merubah 
dan melaksanakan Undang-undang Syari‟ah ialah bahwa Undang-undang 
tersebut hanya berlaku untuk umat muslim saja. Hal ini jelas dapat terlihat 
dalam ketentuan jadwal kesembilan pasal dua, sebagaimana telah disebut di 
atas. Ini juga sesuai dengan kehendak kebebasan beragama dan mengamalkan 
ajaran agama masing-masing orang di Malaysia. Pasal 11 ayat 1 berbunyi: 
“Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya”. 
Konsitusi mengamanatkan bahwa pelaksanaan Undang-undang 
Syari‟ah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Syari‟ah di masing-masing 
negara bagia. Secara umum ketentuan-ketentua yang terdapat dalam 
pembuatan Undang-undang Syari‟ah di setiap negeri relatif sama. Jika pun 
terdapat perbedaan hanya sebatas pada redaksi atau ayat-ayatnya saja, sedang 
dalam ketentuan isi bisa dipastikan sama.
36
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Adapun sistem pelaksanaan Undang-undang Syari‟ah tidak jauh 
berbeda dengan Undang-undang Sipil. Letak bedanya hanya pada wilayah 
kekusaannya saja. Undang-undang Syari‟ah hanya berlaku untuk orang Islam 
saja, serta kewenangannya yang lebih rendah dari Undang-undang Sipil. 
Apabila pihak Mahkamah Syari‟ah menjatuhkan hukuman pidana atas 
seseorang yang dikeranakan kesalahannya, maka pihak Mahkamah Syari‟ah 
harus menanggapi terhadap permohonan dari terpidana seperti yang tersebut 
dalam seksyen 80, mahkamah akan meminta pihak pengacara dan polisi untuk 
membawa terpidana (apabila telah dimasukkan) ke penjara (jika dia dihukum 
penjara). Jika terpidana dijatuhkan hukuman membayar denda, dan  dia 
mampu membayarnya dalam waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya. 
Dia hanya akan dibebaskan dengan bersyarat. Pihak Mahkamah Syari‟ah 
diahruskan mengikuti kaedah-kaedah Undang-undang Keterangan Islam 
berkaitan terhadap status, keperibadian dan jumlah saksi-saksi. Di samping 
itu, Mahkamah Syari‟ah juga diharuskan memberi perhatian terhadap Undang-
undang keterangan yang ada. 
Mahkamah Syari‟ah ialah isntitusi kehakiman yang meangani seta 
menjatuhkan hukuman kepada orang Islam yang berperkara(perdata) dan 
pidana agama sesuai kewenangan yang telah ditetapkan. Adapun urutan 
hierarki Mahkamah Syari‟ah di setiap negara bagian adalah sebagai berikut:37 
1. Mahkamah Rendah Syari‟ah 
Mahkamah Rendah Syari‟ah berkedudukan di setiap Kabupaten 
yang menangani perkara-perkara untuk wilayahnya saja sebagai 
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pengadilan tingkat pertama. Adapun wewenangnya meliputi perkara 
pidana dan perdata. 
2. Mahkamah Tinggi Syari‟ah  
Mahkamah Tinggi Syari‟ah merupakan lembaga Peradilan Tingkat 
Tinggi yang berkedudukan di ibu kota Negara bagian (privinsi). 
Mahkamah ini diketuai oleh seorang Qodhi Besar tugasnya mengawasi 
dan mengatur semua Qadhi yang ada di kabupaten (Mahkamah Rendah 
Syari‟ah). Sedangkan wewenagnya meliputi bidang jinayah (pidana) dan 
perdata yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rendah Syari‟ah dengan 
kata lain Mahkamah Tinggi Syari‟ah adalah peradilan tingkat banding. 
3. Mahkamah Rayuan Syari‟ah 
Mahkamah Rayuan Syari‟ah merupakan lembaga peradilan yang 
berdiri sendiri terdiri dari tiga anggota yaitu Mufti Kerajaan dan dua orang 
yang telah dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan. Hanya berwenang 
untuk Mahkamah Tinggi Syari‟ah. Mahkamah  Rayuan Syari‟ah adalah 
pengadilan tingkat kasasi dalam ruang lingkup Mahkamah Syari‟ah. 
Mahkamah Syari‟ah mempunyai kekuasaan menjalankan Undang-
undang Syari‟ah di setiap Negara bagian. Namun ia hanya terbatas pada hal-
hal atau permsalahan-permasalahan yang melibatkan orang Islam saja. 
Ketentuan pasal 121 (1A) Pindaan 1989 menyatakan bahwa mahkamah-
mahkamah yang disebutkan dalam pasal (1) tidak boleh menangani perkara-
perkara yang ada dalam kekuasaan Mahkamah Syari‟ah.38 Secara tidak 
lansung ketentuan ini menunjukkan  supremasi Undang-undang Syari‟ah atas 
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Undang-undang lainnya. Dengan ketentuan di atas Mahkamah Sipil tidak 
boleh menangani dan ikut campur dalam hal-hal atau permasalahan-
permasalahan yang telah dibicarakan dan diputus oleh hakim di Mahkamah 
Syari‟ah (rendah dan tinggi) dan ada upaya-upaya banding maka perkaranya 
tidak boleh diteruskan ke Mahkamah Sipil, tetapi harus tetap dibawah 
kekuasaan Mahkamah Rayuan Syari‟ah. 
Namun demikian terdapat beberapa kelemahan mendasar yang sampai 
hari ini masih dapat kita jumpai, terutama dalam kekuasaan Mahkamah 
Syari‟ah itu sendiri. Kelemahan tersebut terlihat jika terjadi pertentangan 
antara Undang-undang Syari‟ah yang dirubah di bawah kekuasaan negara 
bagian dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konsitusi Malaysia, maka 
dengan sendirinya Undang-undang Syari‟ah di negara bagian itu dibatalkan. 
Selain itu ketentuan untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan 
dengan orang Islam yang merupakan kekuasaan Mahkamah Syari‟ah juga ikut 
terbatalkan, alasannya Undang-undang Islam tidak dapat dilaksanakan kecuali 
dengan bersandar pada kuasa pemerintahan. Sebagai contoh, Mahkamah 
Syari‟ah tidak berhak menangani masalah harta warisan, sekalipun berkaitan 
dengan harta orang Islam dikerenakan ia berada dibawah kewenangan akta 
probet dan akta pusaka kecil. Hakin dalam hal ini hanya berfungsi untuk 
mengesahkan pembagian-pembagian waris sesuai dengan ketentuan akta 
tersebut. Adapun pembagian harta warisan tidak sesuai dengan hukum fara‟id, 
hukuman dan denda yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam Mahkamah 
Syari‟ah adalah tidak melebihi daripada 5000 ringgit atau tiga tahun penjara 
atau enam kali cambuk. 
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Pelaksanaan Undang-undang Syari‟ah di Malaysia diatur dalam 
ketentuan pasal 121 (1A) pelembagaan Persekutuan Malaysia dan Pembagian 
antara negara bagian dan pusat (federal). Bagi tujuan tersebut Perlembagaan 
Persekutuan memperuntukan jadwal 9 pasal 2, menyatakan bahwa kekuasaan 
Mahkamah Syari‟ah hanya terbatas pada orang-orang Islam mengenai 
perkara-perkara yang berkaitan dengannya, tetapi tidak dalam hal sanski 
pidana yang jumlahnya melebihi 5000 ringgit, kecuali Undang-undang 
persekutan mengaturnya.
39
 
Kekuasaan Mahkamah Syari‟ah di Malaysia dilaksanakan oleh 
masing-masing negara bagian yang diketuai oleh raja-raja atau sultan di 
masing-masing negara bagian. Bagi negara bagian yang tidak memiliki sultan, 
maka ketua dijabat oleh yang di Pertuan Agung. Penggunaan Undnag-undang 
Syari‟ah dalam perundangan di Malaysia dapat dilihat dalam perkara yang 
berkaitan dengan hukum keluarga seperti pertunangan, perkawinan, nafkah, 
penceraian, penjagaan anak, pengambilan anak, pembagian waris, pembagian 
harta bersama serta perkara-perkara lain yang berkaitan dengan agama Islam. 
Sungguhpun terdapat ketentuan di dala Undang-undang Persekutuan 
(konsitusi Malaysia) bahwa Islam sebagai agama resmi negara dan ketentuan 
untuk melaksanakan Undang-undang Syari‟ah, tetapi pelaksanaannya jauh 
berbeda denga apa yang telah diamalkan pada zaman Rasulullah maupun 
zaman khulafa‟ ar-rasyidin. Di zaman Rasulullah pemakaian Undang-undang 
Syari‟ah dilaksanakan secara menyeluruh dan konsekuen. Namun di Malaysia 
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penggunaan Undang-undang Syari‟ah terbatas pada masalah-masalah tertentu 
saja. Namun dekimian Undang-undang Common Law Inggris justru mendapat 
tempat utama walaupun meuai pro kontra, selain itu sumber rujukan utama 
sister perundang-undangannya pun berbeda, karena sistem Undang-undang 
Malaysia lebih disandarkan pada undang-undang yang dibawa oleh Inggris, 
sedangkan rujukan pada zaman nabi maupun sahabat adalah al-Quran dan 
Sunnah. 
 
D. Kandungan Hukum Keluarga Dalam Enakmen 
 
ENAKMEN 12 TAHUN 2002 
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI 
MELAKA) 2002 
_____________ 
SUSUNAN SEKSYEN 
_____________ 
BAHAGIAN I -  
PERMULAAN 
Seksyen 1.  Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa. 
Seksyen 2.  Tafsiran 
Seksyen 3.  Kecualian prerogatif 
Seksyen 4.  Pemakaian 
Seksyen 5.  Kriterium bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang 
Islam. 
Seksyen 6.  Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan 
sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini dan boleh 
dibubarkan hanya di bawah Enakmen ini. 
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BAHAGIAN II – PERKAHWINAN 
Seksyen 7.  Orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan. 
Seksyen 8.  Umur minimum untuk perkahwinan. 
Seksyen 9.  Pertalian yang melarang perkahwinan. 
Seksyen 10.  Orang daripada agama lain 
Seksyen 11.  Perkahwinan tak sah 
Seksyen 12.  Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan. 
Seksyen 13.  Persetujuan dikehendaki 
Seksyen 14.  Perkahwinan seseorang perempuan. 
Seksyen 15.  Pertunangan 
Permulaan Kepada Perkahwinan 
Seksyen 16.  Permohonan untuk kebenaran berkahwin. 
Seksyen 17.  Mengeluarkan kebenaran berkahwin. 
Seksyen 18.  Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syarie. 
Seksyen 19.  Kebenaran perlu sebelum akad nikah. 
Seksyen 20.  Tempat perkahwinan 
Seksyen 21.  Mas kahwin dan pemberian 
Seksyen 22.  Catatan dalam Daftar Perkahwinan. 
Seksyen 23.  Poligami 
Seksyen 24.  Akad nikah perkahwinan di Kedutaan-kedutaan, dsb.,Malaysia 
di luar negeri. 
BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINAN 
Seksyen 25.  Pendaftaran 
Seksyen 26.  Perakuan nikah dan surat perakuan ta‟liq. 
Seksyen 27.  Melaporkan perkahwinan yang tak sah atau salah di sisi 
undang-undang. 
32 
 
 
Seksyen 28.  Pelantikan Ketua Pendaftar, Pendaftar, Timbalan Pendaftar dan 
Penolong Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju‟ Orang 
Islam 
Seksyen 29.  Buku dan Daftar hendaklah disimpan mengenai semua 
perkahwinan. 
Seksyen 30.  Salinan catatan hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar. 
Seksyen 31.  Pendaftaran perkahwinan luar negeri oleh orang yang 
bermastautin dalam Negeri Melaka. 
Seksyen 32.  Daftar yang tidak sah di sisi undang-undang. 
Seksyen 33.  Pendaftaran sukarela perkahwinan orang Islam yang 
diakadnikahkan dahulunya di bawah mana-mana undang-
undang. 
Seksyen 34.  Kesan pendaftaran di sisi undang-undang. 
BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PERUNTUKAN PELBAGAI YANG 
BERHUBUNGAN DENGAN AKAD NIKAH DAN 
PENDAFTARAN PERKAHWINAN 
Seksyen 35.  Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan. 
Seksyen 36.  Pelanggaran   
Seksyen 37.  Gangguan terhadap perkahwinan. 
Seksyen 38.  Akuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan. 
Seksyen 39.  Akad nikah perkahwinan yang tidak dibenarkan. 
Seksyen 40.  Kesalahan yang berhubungan dengan akad nikah perkahwinan. 
Seksyen 41.  Kebenaran untuk mendakwa. 
Seksyen 42.  Membetulkan kesilapan. 
Seksyen 43.  Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan. 
Seksyen 44.  Bukti. 
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BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINAN 
Seksyen 45.  Takat kuasa untuk membuat apa-apa perintah. 
Seksyen 46.  Pertukaran agama. 
Seksyen 47.  Perceraian dengan talaq atau dengan perintah. 
Seksyen 48.  Timbang tara oleh Hakam. 
Seksyen 49.  Perceraian khul‟ atau cerai tebus talaq. 
Seksyen 50.  Perceraian di bawah ta‟liq atau janji. 
Seksyen 51.  Perceraian dengan li‟an. 
Seksyen 52.  Hidup semula sebagai suami isteri atau ruju‟. 
Seksyen 53.  Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau fasakh. 
Seksyen 54.  Anggapan mati. 
Seksyen 55.  Penyenggaraan Daftar Perceraian dan Pembatalan. 
Seksyen 56.  Pendaftaran perceraian. 
Seksyen 57.  Pendaftaran perceraian di luar Mahkamah. 
Seksyen 58.  Mut‟ah atau pemberian sagu hati kepada perempuan yang 
diceraikan tanpa sebab yang patut. 
Seksyen 59.  Hak terhadap mas kahwin, dsb., tidak akan tersentuh. 
BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAIN 
Seksyen 60.  Kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah bagi isteri, dan kesan 
nusyuz. 
Seksyen 61.  Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan nafkah bagi seseorang 
tertentu. 
Seksyen 62.  Pentaksiran nafkah. 
Seksyen 63.  Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran diberi bagi 
nafkah. 
Seksyen 64.  Mengkompaun nafkah. 
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Seksyen 65.  Lamanya tempoh perintah nafkah. 
Seksyen 66.  Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian. 
Seksyen 67.  Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah. 
Seksyen 68.  Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah. 
Seksyen 69.  Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak 
boleh dipindahkan hakmiliknya. 
Seksyen 70.  Menuntut tunggakan nafkah. 
Seksyen 71.  Nafkah sementara. 
Seksyen 72.  Hak tempat tinggal. 
Seksyen 73.  Kewajipan menanggung nafkah anak. 
Seksyen 74.  Kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah bagi kanak-kanak. 
Seksyen 75.  Kuasa Mahkamah memerintahkan cagaran bagi nafkah 
seseorang anak. 
Seksyen 76.  Kuasa Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan 
atau nafkah seseorang anak. 
Seksyen 77.  Kuasa Mahkamah mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah 
seseorang anak. 
Seksyen 78.  Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak. 
Seksyen 79.  Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima 
sebagai anggota keluarga. 
Seksyen 80.  Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak. 
Seksyen 81.  Kewajipan menanggung nafkah anak-anak tak sah taraf. 
BAHAGIAN VII - PENJAGAAN 
Hadhanah atau Penjagaan Kanak-Kanak 
Seksyen 82.  Orang yang berhak menjaga kanak-kanak. 
Seksyen 83.  Kelayakan yang perlu untuk penjagaan. 
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Seksyen 84.  Bagaimana hak penjagaan hilang. 
Seksyen 85.  Lamanya penjagaan. 
Seksyen 86.  Penjagaan anak tak sah taraf. 
Seksyen 87.  Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan. 
Seksyen 88.  Perintah tertakluk kepada syarat-syarat.  
Penjagaan ke atas Orang Dan Harta 
Seksyen 89.  Orang yang berhak kepada penjagaan. 
Seksyen 90.  Kuasa ke atas harta tak alih dan harta alih. 
Seksyen 91.  Pelantikan penjaga-penjaga oleh Mahkamah. 
Seksyen 92.  Pelantikan ibu sebagai penjaga melalui wasiat. 
Seksyen 93.  Penjaga bersama dengan ibu. 
Seksyen 94.  Perubahan kuasa penjaga harta. 
Seksyen 95.  Pemecatan penjaga. 
Seksyen 96.  Cagaran hendaklah diberi. 
Seksyen 97.  Had kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamah. 
Seksyen 98.  Penjaga tidak boleh memberi akuan penyelesaian mengenai 
harta modal. 
Seksyen 99.  Penjaga boleh menanggung kanak-kanak daripada pendapatan. 
Seksyen 100.  Perintah khas mengenai harta kecil. 
Seksyen 101.  Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb. 
Seksyen 102.  Perintah larangan oleh Mahkamah. 
Seksyen 103.  Penjaga bagi anak yatim. 
Seksyen 104.  Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat 
pegawai-pegawai kebajikan, dll. 
Seksyen 105.  Kuasa Mahkamah menghalang anak dibawa keluar dari 
Malaysia.  
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Seksyen 106.  Kuasa Mahkamah membatalkan dan manahan perpindahan 
yang dimaksudkan untuk mengecewakan tuntutan nafkah. 
Seksyen 107.  Injunksi terhadap gangguan. 
Seksyen 108.  Perintah tegahan melupuskan harta sepencarian. 
BAHAGIAN VIII – PELBAGAI 
Seksyen 109.  Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar 
Negeri Melaka. 
Seksyen 110.  Pengiktirafan perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan, dsb., 
di Negeri Melaka. 
Kesahtarafan Anak 
Seksyen 111.  Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa. 
Seksyen 112.  Kelahiran lebih daripada empat tahun selepas pembubaran 
perkahwinan. 
Seksyen 113.  Kelahiran selepas pengakuan bahawa „iddah telah tamat. 
Seksyen 114.  Persetubuhan syubhah. 
Seksyen 115.  Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah. 
Seksyen 116.  Anggapan daripada pengakuan boleh dipatahkan. 
Seksyen 117.  Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam „iddah. 
Seksyen 118.  Mengakui seorang lain sebagai ibu atau bapa. 
Seksyen 119.  Pengakuan lain daripada sebagai anak, ibu atau bapa. 
Seksyen 120.  Pengakuan tidak boleh dibatalkan. 
Perintah Supaya Hidup Bersama Semula 
Seksyen 121.  Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung. 
Pembahagian Harta Sepencarian 
Seksyen 122.  Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian. 
Rayuan 
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Seksyen 123.  Rayuan. 
BAHAGIAN IX – PENALTI 
Seksyen 124.  Poligami tanpa kebenaran Mahkamah. 
Seksyen 125.  Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah. 
Seksyen 126.  Tidak membuat laporan. 
Seksyen 127.  Meninggal langsung isteri. 
Seksyen 128.  Menganiaya isteri atau suami. 
Seksyen 129.  Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri. 
Seksyen 130.  Isteri tidak menurut perintah. 
Seksyen 131.  Percubaan menjadi murtad untuk membatalkan perkahwinan. 
Seksyen 132.  Persetubuhan luar nikah antara orang yang bercerai. 
Seksyen 133.  Kecuaian dengan sengaja untuk mematuhi perintah. 
Seksyen 134.  Percubaan dan subahat. 
BAHAGIAN  X – AM 
Seksyen 135.  Kuasa bagi membuat kaedah-kaedah. 
Seksyen 136.  Pemansuhan.
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BAB III 
TINJAUAN UMUM TENTANG FASAKH DAN MAFQUD 
 
A. Fasakh 
1. Pengertian Fasakh 
Fasakh artinya putus atau batal. Menurut bahasa kata “fasakh” 
berasal dari bahasa arab  خسف–  خسفٌ–  حاسف  yang berarti batal atau rusak.41 
Sedangkan menurut istillah dapat diartikan sebagai berikut: 
a. Menurut Dr. Ahmad Al Ghundur 
هٍلع بترتٌ ناك يذلا لحلا ةلازاو دعلا ضقن وه خسفلاو42 
Artinya: 
“Fasakh adalah batal akad (pernikahan) dan hilangnya keadaan yang 
menguatkan kepadanya” 
b. Menurut Muhammad Husin Az-Zihabi 
 لاحلا ىف دعلا صقن هتققٍحف خسفلا امأ43 
Artinya: 
“Fasakh adalah akad batalnya (nikah) secara spontan.” 
c. Menurut Sayyid Sabiq 
 :دقعلا خسفنٍجوسلا نٍب طبرت ًتلا ةطبارلا لحو ,هضقن
44
 
Artinya: 
“Memfasakh adalah membatalkannya dan melepaskan ikatan 
pertalian antara kami suami istri” 
                                                             
41
 Ahmad Warson Munawir, Kamus Indonesia – Arab, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1996) 
cet. Ke – 1, hlm, 92. 
42
 Ahmad Ghundur, At-Talaq Fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah, Wa’al-Qonun (Mesir:Dar Al-
Ma‟arif,1967), cet. Ke – 1, hlm, 236.  
43
 M.Husain Az-Zihabi, Asy-Syari’ah al-Islamiyah,(Mesir: Dar at-Ta‟lif, 1968) cet. Kel 2, 
hlm, 236. 
44
 Sayyid Sabiq, Fiqih As-Sunnah, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), jilid 2, hlm, 268.  
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Menurut Imam Asy- Syafi‟i pemutusan hubungan pernikahan 
(fasakh) adalah semua pemutusan ikatan sumai istri yang tidak disertai 
dengan thalak, baik thalak satu, dua, ataupun tiga.
45
 Menurut Ensiklopedi 
Islam fasakh ialah putusan hubungan pernikahan oleh hakim atas 
permintaan suami atau istri atau keduanya akibat timbulnya hal-hal yang 
dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami istri secara 
wajar dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan.
46
 Menurut seksyen 54 
Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Melaka tahun 2002, 
fasakh diartikan sebagai pembubaran nikah disebabkan oleh sesuatu hal 
keadaan yang diharuskan oleh Hukum Syara‟ mengikut seksyen 54. 
Fuqaha‟ dari kalangan Hanafiyyah tidak membedakan antara cerai 
thalaq dengan cerai fasakh. Mereka berkata: semua penceraian yang 
datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari perempuan, 
maka penceraian dinamakan thalaq, dan semua penceraian yang asalnya 
dari pihak istri dinamakan fasakh.
47
 
Nikah fasakh merupakan nikah yang terdapat kerusakan di dalam 
pernikahan yang diperbolehkan untuk dirusak atau diputus pernikahan. 
Pada hakikatnya hak suami istri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah 
akad berlansung. Seperti terjadinya penipuan dalam pernikahan, misal istri 
sebelum menikah menyatakan bahwa dia masih perawan, tetapi ternyata 
setelah terjadi pernikahan baru disedari oleh suami bahwa istri bukan 
perawan, atau suatu penyakit yang diderita oleh salah satu pihak tapi 
                                                             
45
 Muhammad Ibn Idris al-Syafi‟I, al-Umm, Juz 3, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm 
481.  
46
 Depag RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia (Jakarta: Arda Utama, 1992), hlm, 282. 
47
Tihami, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm, 195-196.  
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ditutup-tutupi oleh yang bersangkutan dan baru diketahui setelah 
pernikahan berlansung, dan pihak lain merasa tertipu akibat kebohongan 
tersebut, 
2. Dasar Hukum Fasakh 
Adapun dasar hukum fasakh nikah yaitu: hukum Islam mewajibkan 
suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan 
ssebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya dan menimbulkan kemudharatan 
terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri. 
Firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 231 menyatakan: 
                     
                           
                         
                         
   
Artinya:  Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati 
akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang 
ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf 
(pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi 
kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya 
mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia 
Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu 
jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat 
Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah 
kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah 
memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-
Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah 
bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
48
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 Al-Qu‟ran dan terjemahan, Depertemen Agama RI, Bandung: CV Diponegoro, 2010) 
41 
 
 
Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemudharatan dan 
melarang saling menimbulkan kemudharatan. Dalam hadith dinyatakan 
bahwa: 
ع ملسو ويلع للها ىلص للها لوسر نأ ونع للها يضر يردلخا نانس نب ديعس بيأ ن
 اهميرغو نيطقرادلاو وجام نب هاور نسح ثيدح ( رارض لاو ررض لا : لاق
ا نع ويبا نع يىيح نب رمع نع ،لاسرم أطولدا في كلام هاورو ،ادنسم ىلص بينل
)اضعب اهضعب يوقي قرط ولو ديعس ابا طقساف ملسو ويلع للها 
Artinya:  “Abu Sa’id, Sa’id bin Sinan al-Khudri ra. berkata, Rasulullah 
saw. bersabda, “Tidak rugi dan tidak merugikan.” (Hadits ini 
hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni dan yang 
lain. Juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya al-
Muwaththa’ sebagai hadits mursal, dari Amr bin Yahya, dari 
bapaknya, dari Nabi saw. dengan meniadakan Abu Sa’id. 
Hadits ini mempunyai beberapa jalur yang saling 
menguatkan)”49 
 
Berdasarkan firman Allah SWT dan hadith tersebut para fuqaha‟ 
menetapkan bahwa, jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat 
atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka 
pihak yang menderita mudharat dapat mengambil tindakan untuk 
memutuskan pernikahan kemudian hakim menfasakh pernikahan atas 
dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut. 
Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahawa 
Allah SWT memerintahkan kepada kaum lelaki apabila seseorang dari 
mereka menceraikan istrinya, sedangkan ia berhak rujuk, hendaklah ia 
memperlakukannya dengan baik. Apabila iddahnya hampir habis dan 
tinggal hanya sisa waktu yang memungkinkan bagi dia untuk rujuk, maka 
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 Imam Malik bin Anas, Al-Muwatto, (Beirut Dar Al-Fikir, 1989), cet Ke-1, hlm, 489. 
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adakalanya memegangnya (yakni merujukinya kembali ke dalam ikatann 
nikah) dengan cara yang makruf. Hendaklah ia memakai saksi dalam 
rujukan itu serta berniat mempergaulinya dengan cara yang makruf. Atau 
adakalanya ia melepaskannya, yakni membiarkannya hingga habis masa 
iddahnya serta mengeluarkannya dari rumah dengan cara yang lebih baik, 
tanpa percekeokan dan tanpa pertengkaran, tanpa saling mencaci.
50
 
3. Pembagian Fasakh 
Fasakh dibagi menjadi dua bagian pertama, pembubaran yang 
berlaku secara serta-merta tanpa memerlukan campur tangan hakim dan 
yang kedua, pembubaran yang melalui keputusan hakim.
51
 
Fasakh yang itdak memerlukan kuasa hakim adalah di dalam kasus 
yang jelas faktornya tanpa memerlukan adanya penyelidikan atau 
pengadilan di mahkamah seperti perkawinan dengan saudara susuan, 
perkawinan sesama adik beradik, salah seorang murtad dan lain-lain. 
Sebagai satu contoh, di dalam Radd al-Muhtar, Ibn „Abidin bahwa 
seandainya salah seorang menjadi murtad sedangkan seorang lagi adalah 
muslim maka pernikahan mereka adalah terfasakh secara serta merta. Ia 
tidak mengurangkan bilangan thalaq dan tidak memerlukan campur tangan 
hakim untuk membuat keputusan terhadap perkara tersebut.
52
 
Fasakh yang memerlukan keputusan hakim adalah di dalam kasus-
kasus tertentu yang tidak begitu jelas dan boleh dinafikan oleh pihak yang 
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 Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Tafsir Ibnu Katsir, (Beirut: Lebanon, 2012) Jilid 1, hlm,93-
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 Ali Hasb Allah, al-Furqah Bain al-Zawjayn, (Kaherah: Dar al-Ahad al-Jalid, 1968), 
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dikatakan terlibat dengan alasan tersebut.
53
 Contohnya, seorang istri 
mendakwa suaminya gagal menyempurnakan nafkah, pihak suami 
mempunyai hak untuk menafikan atau mempersalahkan tuduhan tersebut. 
Atas dasar itulah maka ia perlu di sisi para fuqaha seperti al-Syirbini dar 
madzhab Syafi‟i, al-Dusuqi dari madzhab Maliki, dan Ibn Qudamah dari 
madzhab Hanbali, semuanya berpendapat bahwa dakwaan istri hendaklah 
diputuskan oleh pihak hakim setelah istri membawa pengaduannya ke 
mahkamah. Dalam kasus ini hakim adalah pemutus setelah diselidik 
perkaranya. Saat ini, fasakh tidak akan berlaku serta merta kecuali setelah 
campur tangan hakim. Contoh-contoh lain adalah seperti suami tidak 
bernafsu, istri dianiayah secara fisik, suami ghaib tanpa menafkahi dan 
sebagainya. 
Di dalam kajian ini, penulis hanya akan mengkhususkan 
pembahasan kepada tuntutan fasakh jenis kedua yaitu yang memerlukan 
campur tangan hakim sebelum ia dijatuhkan di antara sepasang suami istri. 
Pembuburan secara otomatis atau fasakh jenis pertama tidak akan disentuh 
di dalam kajian ini kerana ia tidak termasuk dalam pembahasan kajian 
penulis. 
4. Beberapa Alasan yang Mengharuskan Fasakh 
a. Tidak Mendapat Nafkah 
Menurut hasil karya Mat Saad Abdurahman, seorang istri tidak 
mendapat nafkah zahir dari suaminya selama tiga hari berturut-turut 
diharuskan menuntut fasakh perkawinannya pada hari keempatnya, ada 
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atau tidak keberadaan suami disisnya.
54
 Dalam hal ini fasakh 
hendaklah dilaksanakan oleh hakim atas permintaan istri apabila dapat 
dibuktikan ketidakmampuan suaminya selama tempoh tersebut. 
Sehubungan dengan perkara ini, kesepakatan ulama berpendapat 
fasakh disebabkan kegagalan suami dalam memberikan nafkah kepada 
istrinya adalah sesuatu yang harus bersamaan dalam beberapa sebab, 
antaranya firman Allah pada ayat di dalam surah al-Baqarah 231: 
                      
                    
                         
                         
        
 
Artinya:  Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka 
mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan 
cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara 
yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk 
memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu 
menganiaya mereka, barangsiapa berbuat demikian, Maka 
sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 
janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, 
dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah 
diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah 
(As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan 
apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada 
Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha 
mengetahui segala sesuatu.
55
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Menahan kebebasan seseorang wanita (istri) tanpa 
memberikannya nafkah merupakan suatu tindakan zalim yang bisa 
memudaratkan. Bagaimanapun, fuqaha mazhab Hanafi tidak 
mengharuskan fasakh disebabkan ketidakmampuan pemberian nafkah 
tidak dikira suami seorang yang miskin ataupun kaya.
56
 
Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Melaka), di dalam pasal 
53(a) pula telah memperuntukkan masa selama setahun bagi 
membenarkan istri menuntut fasakh disebabkan kegagalan pihak suami 
memberikan nafkah batin dan bukannya empat bulan sebagaimana 
yang telah dinyatakan oleh ulama fikih. 
b. Cacat  
Fuqaha menafsirkan cacat ini sebagaimana dalam bentuk cacat 
alat kelamin suami yang menyekat daripada bersetubuh misalnya zakar 
terputus (al-Jubb), lemah untuk melakukan persetubuhan kerana kecil 
(al-Unnah), zakar menjadi sakit apabila bersetubuh, disebabkan sudah 
tua atau sumai khunsa yang sempurna.
57
 Bagi pihak istri pula, 
kecacatan kelaminnya ditafsirkan sebagai faraj yang tersumbat sejak 
asal, terdapat sekatan misalnya ketumbuhan tulang atau daging (al-
Quran), terdapat lender yang menyekat persetubuhan, bau busuk yang 
keluar ketika bersetubuh, bergabungnya qubur dan dubur atau 
bergabungnya laluna kencing dan mani (al-Ifda’).58 
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Kecacatan bisa menfasakhkan nikah terbagi dua yaitu cacat 
yang bisa menghalangi dari melakukan persetubuhan. Seterusnya, 
cacat yang tidak mengahalangi melakukan persetubuhan tetapi tidak 
terdapat penyakit menjijikkan atau bahaya yang menyebabkan 
pasangan suami istri tidak dapat hidup bersama kecuali terpaksa 
menanggung kesusahan seperti kusta, sopak, dan gila. 
Adapun syarat sah fasakh pada mazhab Syafi‟i yaitu dua 
perkara, hakim yang menfasakh nikah, yang berarti bahwa tidak sah 
fasakh nikah dengan persetujuan atau kerelaan suami istri itu saja. 
Perkara yang keduanya yaitu menjatuhkan keterangan atau bukti 
dengan dua orang saksi atau iqrar atau cara berganti-ganti sumpah. 
c. Penyakit 
Fuqaha telah menyusun beberapa macam penyakit yang 
memperbolehkan istri menuntut fasakh. Penyakit-penyakit tersebut 
bersifat bahaya, bisa terajngkit dan dipandang jelek misalnya gila, 
kusta, balar, tidak terkontrolnya dalam pembuangan air kecil dan 
besar, buasir dan dubur bernanah.
59
 
Imam Syafi‟i berpendapat dalam kitab al-Umm “penyakit 
sopak dan kusta bisa menjangkiti pasangan. Hampir tidak ada seorang 
pun yang merasa nyaman untuk berhubungan dengan pasangan yang 
menghidap penyakit itu.
60
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Mazhab Hanafi berpendapat tentang kaharusan fasakh adalah 
hanya milik istri saja kerana seorang suami dapat menegakkan 
kemudharatan yang menimpa dirinya melalui thalaq, tetapi istri tidak 
memiliki hak ini. Fuqaha mazhab Maliki, Syafi‟i dan Hanbali 
bependapat bahwa fasakh menjadi hak bagi kedua pasangan suami istri 
kerana setiap mereka menerima mudharat akibat daripada berlakunya 
uyub (cacat dan penyakit).
61
 
Dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Melaka), ada 
tiga macam penyakit yang membolehkan berlakunya penceraian 
perkawinan yaitu gila selama tempoh dua tahun, sedang menghidap 
penyakit kusta, vitilago, atau sedang menghidap penyakit kelamin 
dalam keadaan bisa terjangkit. 
d. Suami Menghilangkan Diri 
Jika suami mengasingkan diri tanpa diketahui tempat 
tinggalnya atau tidak bisa mengahadirkan dirinya apabila 
diperintahkan oleh hakim, yang keadaan ini berlaku dalam waktu 
setahun atau lebih dan keadaan ini mengakibtakan istri menganggung 
mudharat atau istri takut dalam melakukan zina maka menurut fuqaha 
mazhab Maliki istri harus menuntut fasakh daripada pihak hakim yang 
sekiranya suaminya meninggalkan nakfkah untuknya atau tidak. 
Fuqaha mazhab Hambali bersetuju dengan pendapat mazhab Maliki. 
Pendapat mereka ini berdasarkan ijtihad Umar.
62
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Mazhab Hanafi dan Syafi‟i mempunyai pendapat yang berbeda 
dengan pendapat kedua-duanya. Mereka berpendapat bahwa perkawinan 
tidak harus dibubarkan hanya berdasarkan dengan ketiadaan suami lama 
atau sebentar kerana hak sering melakukan persetubuhan itu adalah milik 
suami. Manakalah hak wanita dalam persetubuhan hanya sekali saja.
63
 
5. Akibat Fasakh 
Penceraian yang diakibatkan fasakh tidak mengurangi bilangan 
thalaq sebab fasakh bukan dari thalaq. Jadi yang telah bercerai itu 
kemudian kembali melalui pernikahan baru setelah menyedari dan rela 
dengan keadaan seperti apa adanya, thalaq yang dia miliki masih utuh.
64
 
Jika fasakh itu terjadi sebelum hubungan suami istri, maka tidak 
ada mahar bagi istri. Apakah fasakh itu dari pihak suami ataupun pihak 
istri, sebab jika fasakh itu dari pihak istri maka haknya gugur dan jika 
fasakh itu datang dari pihak suami dan hal itu di sebabkan cacat yang 
disembunyikan oleh istri terhadap sumainya maka ia tidak berhak 
mendapatkan mahar.
65
 Namun jika pemisahan dilakukan sesudah terjadi 
hubungan saumi istri maka ia berhak mendapatkan mahar dan fasakh yang 
dilakukan oleh hakim (pengadilan). 
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B. Mafqud 
1. Definisi Mafqud 
Menurut bahasa, kata mafqud dalam bahasa Arab secara harfiah 
bermakna menghilang. Kata mafqud merupakan bentuk isim maf‟ul dari 
kata faqida yafqadu yang artinya hilang.
66
 Kalimat “faqada” terdapat 
dalam al-Quran surat Yusuf ayat 76:
67
 
                             
                        
                 
 
Artinya:  Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka 
sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri, Kemudian dia 
mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. 
Demikianlah kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. 
tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-
undang raja, kecuali Allah menghendaki-Nya. kami tinggikan 
derajat orang yang kami kehendaki; dan di atas tiap-tiap orang 
yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha Mengetahui.
68
 
 
Makanya, kata mafqud secara bahasa artinya ialah hilangnya 
seseorang karena suatu sebab-sebab tertentu. Adapun pengertian mafqud 
menurut istilah, sebagaimana yang telah di kemukakan oleh para ulama 
yaitu :  
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Menurut Umar al-Khattab, arti mafqud adalah orang yang pergi 
dari rumah tanpa kabar berita, tidak diketahui bagaimana keadaannya, 
apakah dia masih hidup atupun sudah mati.
69
 
Sedangkan, menurut Yusuf Ata Muhammad Hilwa, arti mafqud 
dari segi istilah ialah apa yang disebut oleh Ibnu Muadud yaitu orang yang 
telah hilang dari ahli keluarganya dan negaranya, ataupun menjadi 
tawanan kemudian tidak diketahui tempatnya dan situasinya baik dia 
masih hidup atau mati dan ianya berterusan untuk suatu tempoh.
70
 
Kalangan Hanafiyah mengatakan, bahwa mafqud adalah orang 
yang tidak diketahui antara hidup dan matinya. Sedangkan menurut 
Mahmud Syaltud, mafqud ialah orang yang sudah jauh dan tidak ada kabar 
beritanya, sehingga tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah 
mati.
71
 
Sementara dalam kalangan Malikiyyah, mafqud adalah orang yang 
hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut 
hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang itu.
72
 
Adapun menurut hukum positif di Malaysia yaitu Undang-undang 
Sipil yang melibatkan hukum publik, arti mafqud dianggap sebagai 
anggapan mati. Secara asasnya kedudukan mafqūd diperuntukkan di 
                                                             
69
 Muhammad Rawwas Qal‟ahji, Ensklopedia Umar Bin Khathab, (Jakarta: PT Raja 
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bawah seksyen 108 Akta Keterangan 1950  (Akta 56). Seksyen 108 Akta 
56 memperuntukkan yang berikut :  
Apabila soalannya ialah baik seseorang itu masih hidup atau telah 
mati, dan dibuktikan bahwa tiada apa-apa kabar telah didengar 
mengenainya selama tujuh tahun oleh orang yang sepatutnya mendengar 
kabar mengenainya jika dia masih hidup, beban membuktikan yang dia 
masih hidup beralih kepada orang yang menegaskannya.
73
 
Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa mafqud yaitu 
hilangnya seseorang dari suatu tempat, tidak diketahui kabar dan 
keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah ia masih hidup 
atau sudah meninggal dunia. Ataupun penyebab hilangnya mafqud 
disebabkan beberapa faktor baik dalam keadaan yang memungkinkan ia 
selamat seperti berpergian untuk berniaga, menunaikan ibadah haji atau 
memungkinkan ia tidak selamat seperti, adanya konflik dan peperangan di 
medan perang, ditangkap oleh musuh pada saat terjadinya perang, jatuh 
pesawat dan lainnya. Faktor tersebut sangat memungkinkan akan 
terjadinya kehilangan seseorang. 
2. Dasar Hukum Mafqud 
Adapun dasar hukum yang terkait dengan mafqud adalah dasar 
hukum Islam dan juga hukum positif di Malaysia. Para ahli fikih berbeda 
pendapat mengenai batas waktu dalam penetapan mengenai batas waktu 
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dalam penetapan batas kematian mafqud. Sebagaimana yang telah 
diriwayatkan Imam Malik berkata: “Siapa pun wanita yang suaminya 
mafqud, maka ia harus menunggu selama empat tahun. Kemudian 
menjalani „iddah selama empat bulan sepuluh hari, dan selanjutnya halal 
baginya untuk menikah dengan laki-laki lain”.74  
Dalam hal ini Imam Malik berpendapat, bagi wanita yang 
kehilangan suaminya, dan ia tidak mengetahui di mana keberadaan 
suaminya maka ia harus menunggu selama empat tahun dan kemudian 
menjalani „iddah sebagaimana „iddah wanita yang kematian suami selama 
empat bulan sepuluh hari. Menurutnya lagi, tiada salah bagi seorang istri 
untuk menikah lagi sesudah habis „iddahnya. Pendapat ini adalah 
bersumberkan pada pendapat Umar bin al-Khaththab.
75
 
Adapun dalam riwayat Imam Baihaqi, Imam Syafi‟i mengatakan : 
“telah berkata kepada Ali Bin Abi Taalib R.A terhadap wanita yang hilang 
suaminya, wanita yang telah ditimpa ujian (suami hilang) itu hendaklah 
ianya menahan dirinya jangan berkawin sampai masa yakin terhadap 
kematian suaminya.”76 
Ini karena Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 
234: 
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                          
                        
          
Artinya:  Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) 
menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. 
Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa 
bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri 
mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu 
perbuat.
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Selanjutnya dasar hukum yang digunakan oleh hukum positif di 
Malaysia adalah di dalam kasus In Re Application of Tay Soon Pang; Ex 
P5, Yang Arif Pesuruhjaya Kehakiman Mohd Zawawi Salleh telah 
menegaskan berdasarkan seksyen 108 Akta Keterangan 1950 (Akta 56) 
menjelaskan secara ringkasnya bahwa enakmen menetapkan waris atau 
rakan (orang yang seharusnya mendengar perkabaran mengenainya jika 
ianya masih hidup) memerlukan tempoh tujuh tahun untuk membentuk 
anggapan bahwa mafqud telah mati. Sekiranya tempoh tujuh tahun sudah 
berlalu, maka mafqud boleh dianggap mati setelah permohonan anggapan 
kematian disahkan oleh mahkamah dan beban umtuk membuktikan 
mafqud masih hidup berpindah kepada orang yang ingin menegaskan fakta 
mafqud masih hidup.
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3. Jenis-Jenis Anggapan Mati 
Dalam mazhab Hanafi dan Syafi‟i, mafqud terdiri dari satu kategori 
saja. Para imam mazhab berbeda pendapat tentang orang yang dinamakan 
mafqd. Menurut pendapat Mazhab Imam Syafi‟i dalam qawul jadidnya jenis 
mafqud ialah orang yang tidak diketahui lagi beritanya dan menurut dugaan 
kuat ia telah meninggal.  
Menurut pendapat qawul qadim Syafi‟i bahwa tidak ada perbedaan 
sebab putusnya berita seperti karena mengalami musibah, kecelakaan, 
tenggelam, jatuh dari kapal dan sebagainya yang serupa dan lainnya.
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Dalam mazhab Maliki, mafqud dapat dibagikan kepada empat jenis 
yaitu :  
1. Al-Mafqud di negara Islam, yaitu mereka yang terdiri dalam kategori ini 
ialah orang yang hilang ketika situasi wabak penyakit dan lain-lain.  
2. Al-Mafqud di negara bukan Islam (kafir). Mereka berpendapat bahwa 
hukumnya sama dengan hukum orang tawanan, artinya istrinya tidak boleh 
menikah dan harta bendanya tidak boleh dibagi. 
3. Al-Mafqud ketika peperangan di antara orang Islam dan kafir. Mengenai 
hal ini, ada empat pendapat. Pertama, hukumnya sama dengan hukum 
yang ditawan. Kedua, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh 
sesudah menunggu masa satu tahun kecuali jika ia berada di suatu tempat 
yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang 
dalam peperangan dan tindak kekerasan yang terjadi antar Muslimin. 
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Ketiga, hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum 
Muslimin. Keempat, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh 
berkaitan dengan istrinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang di 
negeri kaum Muslimin berkaitan dengan harta bendanya. Yakni terus 
ditunggu, baru sesudah itu dibagi. 
4.  Al-Mafqud ketika peperangan sesama orang Islam. Ia disamakan dengan 
orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain 
mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat 
terjadinya peperangan. Akan tetapi masa menunggu yang paling lama 
adalah satu tahun, kecuali jika ia berada di suatu tempat yang sudah jelas, 
maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan 
tindak kekerasan..
80
 
Menurut mazhab Hanbali, al-mafqud terdiri atas dua jenis yaitu : 
1. Orang yang terputus kabar berita yang secara zahirnya kepergiannya itu 
adalah selamat seperti musafir bagi tujuan perniagaan, pelancongan, 
menuntut ilmu dan sebagainya. 
2. Orang yang terputus kabar berita secara zahir kepergiannya itu adalah 
berisiko dan bahaya seperti kelasi kapal yang karam di lautan dan hanya 
sebagian dari mereka yang selamat dan orang yang hilang di padang pasir 
yang berbahaya.
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Sementara di Malaysia, jenis mafqud terbagi kepada dua, yang pertama 
adalah apabila hilang atau tidak diketahui sama ada masih hidup atau telah 
mati. Kedua, apabila suami merantau meninggalkan istrinya dalam jangka 
masa yang lama. Keadaan-keadaan tersebut dapat membawa kepada 
kemudharatan istri mafqud. 
4. Teori Penetapan Anggapan Mati menurut Mazhab Syafi’i 
Dalam menentukan status untuk mafqūd (apakah ia masih hidup atau 
tidak), para ulama fikih lebih cenderung melihat dari sudut positif, yaitu 
dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sehingga dapat 
dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia. Sikap yang diambil ulama fikih 
ini berdasarkan metode istishab yaitu menetapkan hukum yang terjadi sejak 
semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain. 
Namun anggapan masih hidup tersebut, tidak bisa dibenarkan 
sepenuhnya, ini karena menimbulkan masalah dan kerugian pada orang lain. 
Oleh karena itu, maka perlu pada suatu pertimbangan hukum untuk mencari 
kejelasan status hukum untuk mafqud.  
Ada beberapa teori, konsep serta kaidah-kaidah yang dipakai oleh 
mazhab Imam Syafi‟i untuk menetapkan status mafqud apakah ia masih hidup 
ataupun telah meninggal dunia. Menurut mazhab Syafi‟i, orang yang hilang 
itu dianggap telah mati, jika orang yang sepadan dengannya atau orang yang 
sama masa kelahirannya meninggal.  
Dengan kata lainnya tidak ada lagi orang yang satu generasi 
dengannya tanpa harus menetapkan waktu meninggal orang yang hilang. 
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Apabila tidak bisa diketahui dengan cara itu maka perkiraan dengan waktu. Di 
antara kaidah-kaidah fikih yang digunakan mazhab Syafi‟i adalah :  
  كَّشلِاب ُلَاُزـي َلا ُنِقَيْلا82  
Artinya : “ Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan.”  
ناكام ىلع ناكام ءاقب لصلأا83         
Artinya : “Menurut dasar yang asli memberlakukan keadaan semula atas 
keadaan yang ada sekarang.”  
 
Antara kaidah lain yang boleh digunakan dalam masalah mafqūd 
adalah :  
رارض لاو ررض لا 
Artinya: “Menghilangkan kemudaratan.”  
Kesukaran bagi istri kerana ia merupakan satu perkara yang diakui 
oleh syarak. Kehilangan suami mampu mengundang pelbagai fitnah kepada 
istri. Maka menjadi suatu kebaikan untuk memisahkan hubungan pernikahan 
antara mereka selepas berakhirnya tempo tertentu dan isteri dibenarkan untuk 
berkahwin dengan lelaki lain.  
Sementara pendapat mazhab Syafi‟i dalam qawul jadidnya yang 
menyatakan istri yang suaminya hilang tidak boleh mengajukan fasakh, sebab 
apabila dalam hal pembagian harta warisan kematian suami tidak bisa 
dipastikan, maka dalam hal kematian suami yang hilang tidak bisa dihukumi 
mati demi perkawinan istri dengan suami kedua. Pendapat mazhab Syafi‟i 
dalam qawul jadid ini juga menggunakan prinspi istishab yaitu menetapkan 
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hukum sesuatu menurut keadaan sebelumnya, sampai ada dalil yang 
mengubahnya. 
Dengan demikian, mereka berpendapat bahwa bagi istri yang suamiya 
mafqud, wajib dibiarkan tetapnya pernikahan yang sudah diyakininya sampai 
jelas atau nyata tentang keadaan suaminya yang sebenarnya. Mereka 
cenderung memandang pada segi positif, yaitu dengan menganggap orang 
yang hilang itu masih hidup sampai ia dapat dibuktikan dengan bukti-bukti 
bahwa ia telah wafat. Istrinya tetap menjadi miliknya walaupun dalam waktu 
yang lama sekali, sehingga berat sangkaan bahwa orang itu sudah mati, yaitu 
dengan melihat kawannya yang sebaya sudah mati semua atau sudah lewat 
masa orang seperti itu tidak hidup lagi menurut adat.
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
  
A. Kesimpulan 
1. Penetapan anggapan mati sebagai alasan fasakh nikah menurut seksyen 54 
Undang-undang Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002 yaitu adanya 
tenggang waktu bagi penetapan tersebut adalah selama empat tahun atau 
lebih sehingga istri patut berkawin lagi, dengan adanya seksyen (pasal) ini 
maka terwujudya kelansungan hidup bagi seorang istri. Justeru, hak dan 
kewajiban seorang istri terpelihara yakni dari segi institusi keluarga, 
nafkah, maruah, dan perwalian terhadap anak perempuan yang 
ditinggalkan oleh suami yan hilang.  
2. Analisa Hukum Islam bahwa seksyen (pasal) 54 mengenai aturan 
penetapan anggapan mati bagi suami yang hilang sesuai dengan Hukum 
Kekeluargaan Islam kerana lebih banyak maslahah dalam ketetapan ini 
dari mudharatnya. 
 
B. Saran 
1. Umat Islam juga haruslah menghindarkan diri dari pemikiran yang 
terkadang menimbulkan kontroversial, tidaklah pada tempatnya serta 
merta dituding sebagai pendapat yang sesat sepanjang didasari pada 
sebuah argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.  
2. Bagi golongan ilmiah, kajian mengenai Hukum Islam hendaknya jangan 
hanya terfokus pada bangku kuliah, karena hal tersebut sangat tidak 
80 
 
 
mencukupi. Penulis menyarankan hendaknya dibentuk sebuah kajian atau 
forum-forum yang bernuansa ekstrakulikuler yang membahas tentang 
Hukum Islam. Karena hal ini dapat mempertajam pemikiran dan 
memperluas wawasan keilmuan seseorang, terutama yang berkaitan 
dengan permasalahan Hukum Islam.  
3. Penulis menyadari bahwa kajian dalam skripsi ini sangat terbatas dan 
masih sangat kurang. Tentu saja besar harapan penulis, pengkajian yang 
lebih lengkap dan sempurna bisa dilakukan oleh pemerhati dunia Islam 
sehingga pemaknaan kita terhadap wacana permasalahan Hukum Islam ini 
menjadi lebih sempurna. Mudah-mudahan pemikiran dari kedua kelompok 
di atas lebih memperkaya khazanah pemikiran Islam. 
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